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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Menimbang:

Mengingat

a.

PERUSAHAAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

BUPATI BADUNG,

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten
Badung perlu digali dan dikembangkan potensi dari berbagai sumber
termasuk potensi dari kalangan pelaku usaha dalam bentuk tanggung
jawab sosial dan lingkungan dunia usaha;

bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan kegiatan sukarela
yang dilakukan perusahaan sehingga perlu mensinergikan dengan
program Pemerintah Daerah agar terarah dan optimal;

bahwa dalam rangka mensinergikan: antara kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu diatur agar pelaksanaannya dapat
terselenggara dengan sederhana, mudah, transparan serta akuntabel;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢ perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan  Tim Pelaksana Forum Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan di Kabupaten Badung Tahun 2018;

. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3886);



10.
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12.
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. Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4459);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 “tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan  Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-
05MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 Pedoman
Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Forum Tanggung jawab Sosial Perusahaan di
Kabupaten Badung Tahun 2018 dengan susunan Pelaksana sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU vaitu:

a. menyatukan komitmen antara pemerintah dengan perusahaan untuk
menyinergikan pelaksanaan TJSP sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan;

b. merumuskan strategi, program dan kegiatan yang dilakukan oleh
perusahaan dalam upaya sinergitas pelaksanaan TISP;

c. melakukan pertemuan secara periodik paling kurang 3 (tiga) bulan
sekali;

d. melaporkan kegiatan TJSP kepada Bupati secara periodik setiap 3
(tiga) bulan sekali; dan

€. mempublikasikan kegiatan TISP secara terbuka dan dapat diakses
oleh masyarakat umum.

KETIGA : Kepada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Badung Tahun Anggaran 2018

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Januari 2018

Keputusan ini_disampaikan kepada :
1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.

Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN  KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 15/01/HK/2018

TANGGAL 2 2 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA FORUM TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018

4,./’.
SUSUNAN KEAN{':GOTAAN TIM PELAKSANA FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

I Pengarah | : Bupati Badung
Il Pengarah II : Wakil Bupati Badung
M. Ketua : Sekretaris Daerah
V. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
V. Sekretaris : Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Badung
VI. Kelompok Kerja
1 Perencanaan dan Pengolahan Data:
a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Badung
b. Anggota
1) Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten
Badung

2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung
3) Kabid-kabid di lingkungan Bappeda Kab. Badung

2. Pelaksanaan dan Kebijakan
a. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab.
Badung
b. Anggota

1) Kepala Dinas Pariwisata Kab. Badung
2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung
3) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Badung
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
a. Koordinator : Asisten Pemerintahan = dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kab. Badung

b. Anggota
1) Kepala BPKAD Kabupaten Badung
2) Inspektur Kabupaten Badung.
3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

VII. Tim Pengkajian dan Pengembangan:

i Staf Ahli Bupati

2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Badung
Vil Staf-Administrasi : Bagian Pembangunan Setda Kab. Badung

BUPATI BAUNG,




